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DEPARTEMEN KEUANGAN. Subsidi Beras.
Masyarakat. Pendapatan Rendah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99/PMK.02/2009
TENTANG

SUBSIDI BERASUNTUK MASYARAKAT

BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun

Mengingat : 1.

2008 tentang Kebijakan Perberasan, Perusahaan Umum
(Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah
untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi
masyarakat berpendapatan rendah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Subsidi Beras Untuk Masyarakat
Berpendapatan Rendah Tahun 2009;

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang—-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang—-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4920);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instans Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4418);

10. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran
2009;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007
tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas
Umum Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyagjian Laporan
Keuangan Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-lain Pada
Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
SUBSIDI BERAS UNTUK MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 20009.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:

1. Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah Badan Usaha
Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian
Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
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Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA
adalah Kuasa yang bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

. Verifikas adalah kegiatan pengecekan  dokumen

pelaksanaan pekerjaan penyediaan dan/atau penyaluran
beras.

Berita Acara Veifikass adalah dokumen dari hasil
verifikas yang ditandatangani oleh KPA/Pgabat
Penanggung Jawab Kegiatan dan pihak ketiga.

Surat Perintah Membayar, selanjutnya disebut SPM adalah
dokumen yang diterbitkan/digunakan olen Pengguna
Anggaran/KPA untuk mencairkan aokasi dana yang
sumber dananya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik
Menteri Keuangan yang digunakan untuk menampung
Cadangan Dana Subsidi/PSO.

BAB Il
PENUGASAN PEMERINTAH

KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Pasal 2

Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan
pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan
pengembangan ekonomi pedesaan, Perusahaan Umum (Perum)
BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk
menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat
berpendapatan rendah.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Perusahaan
Umum (Perum) BULOG menyusun Master Budget untuk
ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.



(2)

(1)
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Setigp perubahan dalam Master Budget Perusahaan Umum
(Perum) BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendas dari
Menteri Keuangan sebelum perubahan tersebut ditetgpkan
dalam revis Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Umum (Perum) BULOG.

BAB Il
HARGA PEMBELIAN BERAS
Pasal 4

Harga Pembelian Beas oleh Pemerintah kepada
Perusashaan Umum (Perum) BULOG ditetapkan sebesar
Rp5.500,00 (limaribu limaratus rupiah) per kg.

Harga Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga
penjualan beras oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

BAB IV

SUBSIDI BERAS MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

(1)

(2)

Pasal 5

Perusshaan Umum (Perum) BULOG melakukan
pengadaan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan
rendah sgumlah 3.330.000 ton.

Kuantum penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat
berpendapatan rendah sebanyak 3.330.000 ton sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan
asumsi:

a. durasi penyaluran selama 12 bulan;

b. jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat
sebanyak 18.500.000 RTS;

c. dokasl per RTS sebanyak 15 kg/RTS per bulan; dan

d. hargajual sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah)
per kg neto di titik distribusi.



